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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Penyusunan Rencana Strategis bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) 

merupakan bagian dari sistem perencanaan nasional di tingkat daerah. Kegiatan ini 

penting karena perencanaan strategis merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, 

sehingga rencana strategis merupakan sebuah petunjuk atau pedoman organisasi yang 

dapat digunakan untuk merencanakan tujuan dari kondisi saat ini menuju kondisi 5 

tahun mendatang lengkap dengan perencanaannya, langkah-langkahnya serta 

pengukurannya. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 

sumber daya yang tersedia.  

Lebih spesifik tentang perencanaan, yang dimaksud dengan Rencana strategis 

Instansi (Renstra OPD) adalah dokumen perencanaan instansi jangka menengah (5 

tahun) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi, yang disusun sesuai sasaran 

pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJM-Daerah) dan bersifat indikatif. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) mengamanatkan, bahwa 

instansi wajib menyusun Rencana Strategis Instansi untuk menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dan pengawasan serta 

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan 

serta berkelanjutan. Disamping itu sesuai dengan Inpres No 2 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum kedua, setiap instansi pemerintah 

sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk 

melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud 

pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. 

Berdasarkan paparan Visi dan Misi  Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2018 – 2022 pada saat penetapan Gubernur DIY tanggal 2 Agustus 2017 yang lalu, visi 

DIY ke depan adalah Menyongsong “Abad Samudera Hindia” untuk kemuliaan 



 

  

RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY 2017-2022 2 

 

martabat manusia Jogja.  

Abad Samudera Hindia ialah momentum yang  perlu dimanfaatkan segenap 

pemangku kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di sisi selatan DIY 

sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka 

kemiskinan. Menyongsong Abad Samudera Hindia yang dimaksud dalam tema visi 

dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena Indian Ocean Rim Association 

(IORA), Kra-Canal/ Thai Canal Project serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan. 

Pilihan tema kemaritiman sebagai payung kebijakan Pembangunan Lima Tahun ke 

depan, merupakan upaya menyambung sejarah yang telah lama diukir oleh nenek 

moyang, namun kemudian telah dilupakan sejak sekitar 1670-an melalui penghancuran 

sendiri armada-armada independen pedagang Jawa oleh Amangkurat I.  

Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki garis pantai sepanjang sekira 113 

kilometer (Data Vertikal Pangkalan TNI AL dalam http://bappeda.jogjaprov.go.id/ 

dataku). Pada garis pantai kawasan-kawasan di bagian selatan yang membentang dari 

Kulon Progo, Bantul sampai dengan Gunungkidul memiliki potensi kekayaan 

sumberdaya alam yang melimpah. Ketiga kabupaten tersebut tentu juga akan memiliki 

posisi strategis dalam lalulintas perekonomian di wilayah Samudera Hindia. 

Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, Abad 21 merupakan Abad Samudra 

Hindia yang diyakini merupakan masa depan maritim yang strategis bagi Indonesia 

setelah era Samudra Atlantik (abad 19) dan Samudra Pasifik (abad 20) berlalu. 

Diyakini, separuh dari kapal kontainer dunia, sepertiga lalulintas kargo, dan dua 

pertiga pengiriman minyak dunia melalui jalur Samudera Hindia yang menjadi tempat 

tinggal sekira 2,6 miliar jiwa dari berbagai bangsa yang membentang dari Asia 

Tenggara sampai dengan Afrika Selatan.  

Dalam rangka meningkatkan potensi dan kerjasama antara negara-negara 

Samudra Hindia tersebut telah terbentuk IORA (Indian Ocean Rim Association atau 

Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia, 1997) yang digagas Nelson Mandela  

pada tahun 1995. Negara-negara anggota IORA mencakup negara-negara ASEAN, 

Australia, Asia Selatan, Asia Barat, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Asosiasi ini telah 

membuat kesepakatan-kesepakatan kerjasama di bidang perikanan, energi kelautan, 

pelabuhan dan pelayaran, mineral dasar laut, bioteknologi kelautan, pariwisata, 

perdagangan, investasi, dan ekonomi. 

Terkait dengan potensi strategis maritim tersebut, terdapat tantangan ke depan 
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dengan dibangunnya Kra-Canal  Project (Terusan Kra di Thailand).  Terusan yang mirip 

dengan Suez dan Panama ini akan membuat sudetan pada leher semenanjung Thailand-

Malaysia untuk menghubungkan perairan Laut Andaman dan perairan Teluk Thailand 

sehingga akan memperpendek jarak pelayaran dari belahan bumi bagian barat ke 

negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan China.   

Dampak dari Kra-Canal terhadap peta intensitas lalulintas pelayaran di perairan 

Asia Timur dan Asia Tenggara tentu akan sangat berarti dan khusus untuk perairan 

Indonesia akan berdampak pada meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II (Alur 

Laut Kepulauan Indonesia-II yang mencakup Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, 

dan Selat Lombok). Meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II dapat berdampak 

pada meningkatnya intensitas lalulintas pelayaran silang antara Asia-Australia dan 

Samudera Hindia-Samudera Pasifik. Fenomena Kra-Canal perlu diantisipasi ke depan 

sebagai peluang Pulau Jawa Bagian Selatan menjadi sangat penting terutama dalam hal 

penyediaan jasa pelabuhan, energi, perikanan, dan pariwisata, maupun tantangan 

apabila terjadi perubahan lalu lintas pelayaran 

Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau 

"Pancamulia".  Misi tersebut adalah: 1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup-

kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui 

peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja 

yang berdaya saing;  2) terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan 

perekonomi masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya 

lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat 

sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan; 3)  terwujudnya peningkatan  

harmoni  kehidupan  bersama  baik  pada  lingkup masyarakat  maupun  pada  lingkup  

birokrasi  atas  dasar  toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;  4) 

terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan 5)  

terwujudnya  perilaku  bermartabat  dari  para  aparatur  sipil penyelenggara  

pemerintahan  atas  dasar  tegaknya  nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi 

kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa  bersalah  dan  berdosa  apabila  melakukan  

penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat diejawantahkan dalam rumusan 2 misi 

pembangunan DIY  tahun 2017–2022 sebagai berikut : 

1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang 
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Berkeadilan dan Berkeadaban 

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja 

yang termaktub pada Panca Mulia 1,2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemerintah 

Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat  akan mewujudkan 

peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek: 

a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur 

dasar 

b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan 

c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam 

rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya 

dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan 

antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar 

wilayah (index williamson).  

d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa 

aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga. 

2) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis; 

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja 

yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku 

aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya 

dengan :   

a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai 

strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik 

melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang 

horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan 

keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD). 

b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan 

sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui 

"silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga 

Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya 

masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-

pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-

DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi 
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SDM-DIY menyandang pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi 

sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", 

yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya 

peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di 

DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita 

saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan 

"kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan 

tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang 

menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan 

penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY 

menyandang pesan adanya pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi bukanlah 

dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", 

melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah 

"karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-

lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya 

tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang 

berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya 

berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya 

berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan 

yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memilki 

SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi 

Sebagai lembaga teknis dibidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan 

Perikanan DIY dapat mengambil peran dalam pelaksanaan misi yang pertama yaitu 

Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang 

Berkeadilan dan Berkeadaban. Dengan penekanan visi pada “Abad Samudera Hindia” 

hal ini berarti terdapat penekanan pembangunan DIY ke depan secara keseluruhan 

akan difokuskan pada wilayah kelautan dan sekitarnya. Posisi ini mempunyai 

konsekuensi pada pembangunan dengan basis kelautan dalam segala aspek, termasuk 

aspek perikanan dan kegiatan perekonomian masyarakat pesisir. Visi dan Misi tersebut 

tentunya merupakan tantangan sekaligus peluang yang besar bagi pengembangan 

sektor kelautan dan perikanan yang ada di DIY. Kesempatan ini dapat menjadi 

pertimbangan penyusunan perencanaan strategis 5 tahun ke depan bagi lembaga 
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teknis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.  

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ini nantinya 

merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemda DIY 

tahun 2017-2022. Penyusunan dokumen Renstra ini, disamping berdasarkan tugas dan 

fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, juga berdasarkan pada analisis lingkungan, 

memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditentukan serta isu-

isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan Nasional yang 

ditetapkan dalam Rencana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-

2019. Isu-isu strategis dipetakan dan dianalisis SWOT untuk menentukan alternatif-

alternatif strategi ke depan. Kemudian dokumen Renstra ini dilengkapi dengan 

indikator kinerja beserta pendanaanya tiap tahun sehingga akuntabilitas pelaksanaan 

beserta pengorganisasinya dapat dievaluasi selama periode 2017-2022.  

Renstra ini mempunyai fungsi penting sebagai pedoman pedoman dalam 

penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun), yaitu Rencana Kerja 

Instansi, Rencana Kerja Anggaran serta untuk pedoman pelaksanaan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 

selama 5 (lima) tahun ke depan. 

Dokumen Renstra ini merupakan acuan arah kebijakan dan tujuan instansi bagi 

satuan kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam merencanakan 

dan melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan selama tahun 2017-2022 

secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan efektif. Dokumen ini juga sebagai pengikat 

instansi agar tidak berjalan sendiri-sendiri antar bagian, karena instansi ini mempunyai 

tujuan dan sasaran yang bersumber dari visi dan misi yang sama. Sehingga semuanya 

terikat dalam wadah yang satu dan saling sinergi. Dengan  tersedianya  Renstra  ini,  

diharapkan  proses perencanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di DIY 

akan  berjalan lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan. Meskipun dokumen 

Renstra ini disusun sedemikian rupa pada saat ini, tetapi tidak menutup kemungkinan 

dalam perjalannya ke depan terjadi penyempurnaan atau perubahan. Hal ini 

disebabkan renstra merupakan  living document yang sifatnya dinamis. Jika terjadi 

situasi baik internal maupun eksternal yang mengharuskan ada penyempurnaan, maka 

hal tersebut sangat mungkin dilakukan demi perencanaan yang lebih strategis dan 

pelaksanaan yang lebih baik.  
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1.2 Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif 

Indonesia; 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan 

Pulau-Pulau Kecil; 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004 Tentang Perikanan; 

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan 31 

Agustus 2012 dan diundangkan 3 September 2012 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5339); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  40 Tahun 2006 Tentang tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4664); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang  Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Penyusunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nornor 3 Tahun 2009; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2008 Nomor 6; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025; 

17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2011-2030; 

18. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan 

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 7); 
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19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2011 Rencana 

Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan 

Pembangunan Daerah; 

21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang 

Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 

22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2015 tentang 

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan; 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017-

2022 ini adalah: 

1. Memberikan  informasi  kepada  para  pemangku  kepentingan tentang rencana 

program dan kegiatan  dalam  rangka mengkoordinasikan   dan mengintegrasikan 

perencanaan pembangunan di DIY. 

2. Mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dan 

sasaran organisasi Dinas Lautkan secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. 

3. Mempermudah   pengendalian   kegiatan   serta   pelaksanaan  koordinasi  dengan  

instansi yang lain, terutama terkait  monitoring,  evaluasi,  dan  pelaporan  hasil 

pelaksanaan kegiatan.  

Sedangkan dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 

Tahun 2017-2022 ini adalah : 

1. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar 

daerah, antar pusat dan daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi 

pemerintahan. 

2. Menjadi kerangka  dasar  dalam  rangka  peningkatan  kualitas perencanaan 

pembangunan daerah  guna  menunjang  pencapaian target  kinerja  

pembangunan  daerah  terutama  pada  penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang 
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bersifat tahunan. 

3. Meningkatkan  kualitas  perencanaan,  pengendalian  dan  evaluasi pembangunan 

bidang kelautan dan perikanan di DIY; 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik 

karena adanya pengukuran kinerja yang jelas. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota  

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

BAB IV  TUJUAN, DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

BAB V   STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN  

BAB VII  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II  

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 

2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dan Nomor 93 

Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan, berikut adalah struktur organisasi Dinas Kelautan dan 

Perikanan DIY: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat, terdiri dari : 

a. Subbagian Program; 

b. Subbagian Keuangan; dan 

c. Subbagian Umum. 

3. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari: 

a. Seksi Teknis Perikanan Budidaya; dan 

b. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. 

4. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari : 

a. Seksi Teknis Perikanan Tangkap; dan 

b. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap. 

5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari : 

a. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan; dan 

b. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan. 

6. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan, terdiri dari : 

a. Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir; dan 

b. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.  

7. UPT; dan 

8. Jabatan Fungsional. 

 

Tugas dan Fungsi 

1. Dinas Kelautan dan Perikanan 

Dinas Kelautan dan Perikanan  mempunyai tugas melaksanakan urusan 

Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi 
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serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.  Untuk melaksanakan tugas, 

Dinas mempunyai fungsi :  

a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kelautan dan perikanan; 

b. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan; 

c. pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budidaya; 

d. pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan tangkap; 

e. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil 

perikanan; 

f. pengembangan teknologi perikanan budidaya; 

g. pengelolaan pelabuhan perikanan pantai; 

h. perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; 

i. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut; 

j. pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya 

kelautan dan perikanan; 

k. penerbitan rekomendasi izin penangkapan ikan;   

l. penerbitan rekomendasi izin budidaya ikan antar Kab/Kota dalam DIY; 

m. penerbitan rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;  

n. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, adat istiadat dan 

tradisi luhur bidang kelautan dan perikanan; 

o. perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam; 

p. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan; 

q. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;  

r. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan 

perikanan; 

s. pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kelautan dan 

perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan 

t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi nya. 

 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan 

program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, 

ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas. Untuk 

melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :  
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a. penyusunan program kerja Sekretariat; 

b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 

c. penyusunan program Dinas; 

d. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan; 

e. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, 

kepustakaan, dan ketatalaksanaan Dinas; 

f. penyelenggaraan kepegawaian Dinas; 

g. pengelolaan keuangan Dinas; 

h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; 

i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan 

kinerja Dinas; 

j. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis; 

k. pelaksanaan program administrasi perkantoran; 

l. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 

m. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan; 

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; 

dan 

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Sekretariat di bagi menjadi 3 Subbagian, yaitu Subbagian Umum, Subbagian 

Keuangan, Subbagian Program dan Informasi. Masing-masing mempunyai tugas dan 

fungsi sebagai berikut 

a. Subbagian Umum; 

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, 

kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan 

dan ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum 

mempunyai fungsi : 

1) penyusunan program kerja Subbagian Umum; 

2) penyiapan bahan kebijakan teknis urusan umum; 

3) pengelolaan kearsipan; 

4) penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; 

5) pengelolaan barang; 
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6) pengelolaan data kepegawaian; 

7) penyiapan bahan mutasi pegawai; 

8) penyiapan kesejahteraan pegawai; 

9) penyiapan bahan pembinaan pegawai;  

10) penyelenggaraan kehumasan; 

11) pengelolaan kepustakaan; 

12) penyiapan bahan ketatalaksanaan; 

13) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan  program 

Subbagian Umum; dan 

14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

b. Subbagian Keuangan;  

Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.  Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan 

mempunyai fungsi : 

1) penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;  

2) penyiapan bahan kebijakan teknis urusan keuangan; 

3) pengelolaan keuangan Dinas;  

4) pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;  

5) pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;  

6) penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;  

7) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan  program 

Subbagian Keuangan; dan  

8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.  

c. Subbagian Program dan Informasi 

Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas penyusunan program 

Dinas, pengelolaan data, pengembangan sistem dan teknologi informasi, evaluasi 

serta penyusunan laporan kinerja Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian 

Program dan Informasi mempunyai fungsi : 

1) penyusunan program kerja Subbagian Program; 

2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program; 

3) penyusunan rencana  program Dinas; 

4) penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama di bidang kelautan dan 

perikanan; 
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5) pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi  

bidang kelautan dan perikanan; 

6) penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program bidang kelautan 

dan perikanan; 

7) pelaksanaan evaluasi  dan penyusunan laporan kinerja Dinas; 

8) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian 

Program; dan 

9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

3. Bidang Perikanan Budidaya 

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang 

perikanan budidaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perikanan Budidaya 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja Bidang Perikanan Budidaya; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perikanan 

budidaya; 

c. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;  

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyiapan rekomendasi sertifikasi perikanan 

budidaya; 

e. pelaksanaan produksi perikanan budidaya; 

f. pengembangan teknologi perikanan budidaya; 

g. pengembangan perbenihan perikanan budidaya; 

h. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan program perikanan 

budidaya;  

i. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan  program Bidang 

Perikanan Budidaya; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

Bidang perikanan budidaya dibagi menjadi 2 seksi yaitu Seksi Teknis 

Perikanan Budidaya dan Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Masing-

masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 
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a. Seksi Teknis Perikanan Budidaya 

Seksi Teknis Perikanan Budidaya berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan teknis perikanan budidaya. Seksi Teknis Perikanan 

Budidaya mempunyai fungsi: 

1) penyusunan program kerja Seksi Teknis Perikanan Budidaya;  

2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan budidaya ikan;  

3) pengelolaan data teknis perikanan budidaya;  

4) pembinaan mutu benih/induk ikan;  

5) pembinaan penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, pakan ikan;   

6) pembinaan pemanfaatan lahan dan penyelenggaraan perikanan budidaya 

serta perlindungannya;  

7) pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan hama, wabah dan penyakit 

ikan;  

8) monitoring residu antibiotik, cemaran mikroba dan bahan berbahaya 

lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup; 

9) pelaksanaan bimbingan teknis dan rekomendasi penerbitan sertifikat 

perikanan budidaya; 

10) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

11) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan  program Seksi 

Teknis Perikanan Budidaya; dan  

12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

b. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya 

Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan menmpunyai 

tugas tugas melaksanakan urusan pengembangan usaha perikanan budidaya. 

Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai fungsi: 

1) penyusunan program kerja; 

2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan usaha dan kelembagaan 

perikanan budidaya; 

3) pengelolaan data usaha dan kelembagaan  perikanan budidaya; 

4) penyiapan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi perijinan usaha 
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perikanan budidaya; 

5) fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha perikanan budidaya; 

6) pelaksanaan pembinaan fasilitasi usaha dan kelembagaan perikanan 

budidaya;   

7) penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan usaha dan 

kelembagaan perikanan budidaya;  

8) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;  

9) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

10) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan  program Seksi 

Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya; dan  

11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

4. Bidang Perikanan Tangkap 

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai 

tugas di bidang perikanan tangkap. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perikanan 

tangkap; 

c. pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;  

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyiapan rekomendasi sertifikasi perikanan 

tangkap; 

e. pelaksanaan program produksi perikanan tangkap; 

f. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan program perikanan 

tangkap;  

g. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan  program Bidang 

Perikanan Tangkap; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Bidang perikanan Tangkap dibagi menjadi 2 seksi yaitu Seksi Teknis 

Perikanan Tangkap dan Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap. Masing-

masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 
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a. Seksi Teknis Perikanan Tangkap 

Seksi Teknis Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan urusan 

teknis perikanan tangkap. Untuk melaksanakan tugas Seksi Teknis Perikanan 

Tangkap mempunyai fungsi: 

1) penyusunan program kerja;  

2) penyiapan bahan kebijakan teknis perikanan tangkap;  

3) pengelolaan data teknis perikanan tangkap;  

4) pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap;  

5) fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap;  

6) penyiapan bahan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan 

perikanan, kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan, 

standarisasi kelaikan kapal perikanan dan pengawakan kapal;  

7) pembinaan dan pengendalian penerapan tatalaksana perikanan tangkap;  

8) pengembangan teknologi perikanan tangkap;  

9) pelaksanaan bimbingan teknis dan rekomendasi penerbitan sertifikasi 

perikanan tangkap; 

10) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

11) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan  program Seksi 

Teknis Perikanan Tangkap; dan  

12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

b. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap 

Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas 

melaksanakan urusan teknis perikanan tangkap. Untuk melaksanakan tugas Seksi 

Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai fungsi: 

1) penyusunan program kerja; 

2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan usaha perikanan tangkap; 

3) pengelolaan data kelembagaan usaha perikanan tangkap; 

4) pembinaan dan fasilitasi usaha perikanan tangkap;  

5) penyiapan bahan pertimbangan teknis, rekomendasi perijinan dan dokumen 

usaha perikanan tangkap;  

6) fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha perikanan tangkap; 



 

  

RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY 2017-2022 19 

 

7) pengembangan kelembagaan perikanan tangkap; 

8) penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan dan 

kelembagaan usaha perikanan tangkap;  

9) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

10) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan  program Seksi 

Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;  

11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Bidang 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :  

a. penyusunan program kerja; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil 

perikanan;  

c. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil 

perikanan;  

d. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan program pengolahan 

dan pemasaran hasil perikanan;  

e. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil 

perikanan;  

f. pelaksanaan bimbingan teknis dan memberikan rekomendasi izin usaha dan 

sertifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 

g. Pelaksanaan program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 

h. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan  program Bidang 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dibagi menjadi 2 seksi 

yaitu Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Seksi Pemasaran Hasil Perikanan. 

Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 
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a. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan 

Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pengolahan hasil perikanan. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai 

fungsi:  

1) penyusunan program kerja;  

2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengolahan hasil perikanan, pengelolaan 

laboratorium dan pengujian mutu hasil perikanan;  

3) pengelolaan  data usaha pengolahan hasil perikanan; 

4) pembinaan unit-unit pengolahan;   

5) pengembangan kelembagaan pengolahan hasil perikanan; 

6) pelaksanaan pengelolaan laboratorium, pembinaan dan pengujian mutu 

hasil perikanan;  

7) pembinaan dan fasilitasi usaha pengolahan hasil perikanan; 

8) penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan usaha 

pengolahan hasil perikanan dan pengujian mutu hasil perikanan;  

9) penyiapan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi perijinan 

pengolahan hasil perikanan; 

10) fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha pengolahan hasil 

perikanan; 

11) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

12) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi 

Pengolahan Hasil Perikanan; dan  

13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

b. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan 

Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pengolahan hasil perikanan. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:  

1) penyusunan program kerja;  

2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan pemasaran hasil 

perikanan; 

3) pengelolaan data usaha pemasaran hasil perikanan; 

4) pembinaan unit-unit pemasaran; 

5) pengembangan kelembagaan pemasaran hasil perikanan; 
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6) fasilitasi pemasaran dan penyelenggaraan promosi kelautan dan perikanan;  

7) penyiapan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi perijinan 

pemasaran hasil perikanan; 

8) fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha pemasaran hasil 

perikanan; 

9) penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan usaha 

pemasaran hasil perikanan; 

10) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

11) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan  program Seksi  

Pemasaran Hasil Perikanan; dan  

12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

6. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan 

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pengelolaan kelautan, pesisir, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan 

perikanan. Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan mempunyai fungsi :  

a. penyusunan program kerja; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kelautan, pesisir, dan 

pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; 

c. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum pengelolaan 

sumberdaya kelautan dan perikanan; 

d. penyelenggaraan pengelolaan kelautan, pesisir dan pengawasan sumberdaya 

kelautan dan perikanan; 

e. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; 

f. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian tata ruang laut; 

g. penerbitan rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang laut; 

h. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut; 

i. Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-

pulau kecil; 

j. pelaksanaan program rehabilitasi ekosistem dan pengawasan sumberdaya 

kelautan dan perikanan; 

k. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 
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l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan  program Bidang 

Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan 

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan dibagi menjadi 2 seksi yaitu 

Seksi Pendayagunaan Laut dan pesisir dengan Seksi Pengawasan Sumberdaya 

Kelautan dan Perikanan. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir : 

Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pengelolaan pendayagunaan laut dan pesisir. Seksi Pendayagunaan Laut 

dan Pesisir mempunyai fungsi : 

1) penyusunan program kerja Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir;  

2) penyiapan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan pendayagunaan laut dan 

pesisir;  

3) pengelolaan data pendayagunaan laut dan pesisir; 

4) pengembangan jasa kelautan;  

5) penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perairan, pulau-

pulau kecil dan laut; 

6) pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; 

7) pelaksanaan mitigasi pesisir dan pulau-pulau kecil; 

8) pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut; 

9) pertimbangan teknis dan rekomendasi ijin pemanfaatan ruang laut; 

10) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut; 

11) pembinaan dan pengendalian tata ruang laut;  

12) pembinaan kebaharian;   

13) pembinaan pengelolaan sumber daya kelautan;  

14) pengembangan teknologi kelautan;  

15) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

16) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi 

Pendayagunaan Laut dan Pesisir; dan  

17) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 
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b. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 

Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pengawasan sumberdaya Kelautan dan perikanan. Seksi 

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi: 

1) penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan 

Perikanan;  

2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengawasan sumberdaya Kelautan dan 

perikanan; 

3) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta 

lingkungannya;  

4) pembinaan dan fasilitasi pengawasan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi 

sumberdaya kelautan dan perikanan; 

5) pemantauan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya pulau-pulau kecil;  

6) pemantauan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya 

kelautan dan perikanan;  

7) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan  program Seksi 

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan  

9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya.  

7. UPT; 

a. UPT Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya 

Susunan organisasi Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya 

terdiri dari: 

1) Kepala Balai; 

2) Subbagian Tata Usaha; 

3) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar; 

4) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Payau dan Air Laut; dan 

5) Jabatan Fungsional. 

Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi : 

1) penyusunan  program  kerja; 
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2) pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air tawar, air 

payau dan air laut; 

3) pelaksanaan perbenihan perikanan air tawar, air payau dan air laut; 

4) pelaksanaan pengelolaan induk ikan; 

5) pelaksanaan diseminasi induk dan benih unggul; 

6) pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan; 

7) pelaksanaan ketatausahaan; 

8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai 

Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya; dan 

9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

b. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng 

Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng terdiri dari: 

1) Kepala Pelabuhan; 

2) Subbagian Tata Usaha; 

3) Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; 

4) Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan 

5) Jabatan Fungsional. 

Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng mempunyai fungsi :  

1) penyusunan program kerja; 

2) pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi pelabuhan 

perikanan; 

3) pelaksanaan  pengaturan  keberangkatan,  kedatangan  dan  keberadaan kapal 

perikanan; 

4) pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan 

Keberangkatan Kapal Perikanan; 

5) pelaksanaan pemeriksaan Log Book; 

6) pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; 

7) fasilitasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; 

8) pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar; 

9) pelaksanaan  pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai; 
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10) fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, 

perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, 

wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi 

hasil perikanan; 

11) pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; 

12) pelaksanaan pengawasan penerapan  Cara Penanganan Ikan yang Baik; 

13) pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; 

14) pelaksanaan pengendalian  lingkungan  di  Pelabuhan  Perikanan; 

15) pelaksanaan ketatausahaan; 

16) pelaksanaan  monitoring,  evaluasi  dan  penyusunan  laporan  program 

Pelabuhan Perikanan Pantai; dan 

17) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

8. Jabatan Fungsional 

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang 

keahliannya masing-masing. Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam 

subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan 

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Pejabat Fungsional dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. 

Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. 

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

1. Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan data tahun 2017, Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 

berjumlah 129 orang, dengan rincian pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan sejumlah 

65 orang, pegawai UPTD Balai Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan 

(BPTKP) sejumlah 45 orang dan pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 

Sadeng sejumlah 19 orang. Rincian jumlah pegawai disajikan dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 

INSTANSI LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

Dinas Kelautan dan Perikanan 39 26 65 

BPTKP 40 5 45 

PPP Sadeng 19 0 19 

Jumlah 98 31 129 

Sumber: Dislautkan DIY, 2017 

Dari tabel diatas terlihat bahwa pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 

didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 74,10%. Jumlah pegawai pada 

dinas induk mencapai 52,52% sedangkan  jumlah pegawai pada UPTD BPTKP 

Cangkringan  mencapai 32,37% dan PPP Sadeng sebesar 15,12%. 

Proporsi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (orang) PROSENTASE (%) 

Sekolah Dasar 13 10,07 

SLTP 7 5,43 

SLTA 43 33,33 

D1 - - 

D2 - - 

D3 11 8,53 

D4 3 2,32 

S1 34 26,36 

S2 17 13,18 

S3 1 0,77 

Jumlah 129 100 

Sumber: Dislautkan DIY, 2017 

Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat memberikan gambaran kualitas 

SDM yang ada disuatu instansi. Secara normatif tingkat pendidikan formal akan 

berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan dan kapasitas seseorang. Namun juga 

perlu didukung pengalaman dan pelatihan-pelatihan yang baik. Berdasarkan tingkat 

pendidikan, pegawai dinas kelautan dan perikanan DIY didominasi oleh lulusan SMA  
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yaitu sebanyak 43 orang (33,33%) dan Sarjana  sebanyak 34 orang (26,36%) 

Sedangkan tingkat pendidikan  paling kecil adalah S3 yaitu 0,77% atau 1 orang saja. 

Sedangkan dilihat dari pangkat dan golongan, pegawai di Dinas Kelautan dan 

Perikanan dapat dikelompokan seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3. Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan 

Pangkat /Golongan JUMLAH (orang) PROSENTASE (%) 

I/A -  

I/B 8 6,20 

I/C 3 2,32 

I/D 1 0,77 

II/A 10 7,75 

II/B 5 3,87 

II/C 17 13,17 

II/D 3 2,32 

III/A 7 5,42 

III/B 20 15,50 

III/C 18 13,95 

III/D 22 17,05 

IV/A 12 9,30 

IV/B 3 2,32 

IV/C -  

IV/D -  

Jumlah 129 100 

Sumber: Dislautkan DIY, 2017 

 

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagian besar berpendidikan 

SLTA/sederajat dan Sarjana (S1). Jumlah pegawai yang terbanyak berasal dari 

pangkat dan golongan Penata Muda Tk I atau III d sebanyak 22 orang, disusul dengan 

pegawai golongan II b atau Pengatur sebanyak 20 orang dan pegawai pada golongan 

III c atau Penata Tk I sebanyak 18 orang. Sedangkan jumlah ideal pegawai 

dibandingkan dengan beban pekerjaan berdasarkan Peraturan Gubenur DIY No 1 

tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubenur DIY No 66 Tahun 2008, 

Peraturan Gubenur DIY No 2 tahun 2012 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional 
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Umum (JFU) dan  Peraturan Gubenur DIY No 3 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Gubenur DIY No 68 tahun 2008 tentang jenis dan kebutuhan JFT DIY adalah 

sebagai berikut: 

1) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY formasi 160 orang baru terisi 65 orang atau 

baru terisi 40,62%. 

2) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB) formasi 100 

orang terisi 45 orang atau baru terisi 45,00%. 

3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng formasi 58 orang terisi 19 orang 

atau baru terisi 32,76%. 

 

Sarana dan prasarana aparatur di Dinas kelautan dan Perikanan DIY telah 

cukup untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan 

DIY. Namun sarana dan prasarana aparatur ini belum berada pada kondisi ideal. 

Keadaan sarana dan prasarana ideal berdasarkan pada analisis kebutuhan terhadap 

jumlah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. 

Telah dilakukan upaya untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur di 

Dinas Kelautan dan perikanan DIY, antara lain melalui kegiatan Pengadaan dan 

pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, Pemeliharaan gedung 

kantor dan kendaraan dinas, Pengadaan dan pemeliharaan mebeleur sampai pada 

Rehabilitasi gedung kantor. Selengkapnya mengenai kondisi riil sarana dan prasarana 

aparatur dibandingkan dengan kondisi idealnya  diuraikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur 

NO 
SARANA DAN 
PRASARANA 

KONDISI RILL 
(BUAH/UNIT) 

KONDISI IDEAL 
(BUAH/UNIT) 

1 Kendaraan roda 4 14 25 

2 Kendaraan roda 2 14 25 

3 Genset 3 3 

4 Kursi kerja staf 5 100 

5 Meja staf 5 100 

6 Meja eselon IV 12 12 

7 Meja eselon III 4 4 

8 Kursi eselon IV 12 12 

9 AC 37 37 
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11 Komputer 27 27 

12 Laptop 36 45 

13 Mesin ketik 5 5 

14 Kipas angin 12 12 

15 Filing kabinet 15 24 

16 Lemari arsip 15 30 

17 Rak buku 5 20 

18 Printer 23 23 

19 LCD 6 10 

Sumber: Dislautkan DIY, 2016 

 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Untuk melakukan evaluasi hasil pelaksanaan renstra, maka indikator kinerja yang 

dipakai adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dievaluasi secara tahunan. Indikator 

Kinerja tahunan yang dievaluasi adalah:    

1  Pelayanan Administrasi  

2  Peningkatan Sarana dan Prasarana  

3  Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan  

4  Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran  

5  Pengembangan Perikanan Tangkap 

6  Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum  

7  Pengembangan Budidaya Perikanan 

8  Pengembangan Kawasan Budidaya  

9  Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan  

10  Peningkatan Mitigasi Bencana  

11  Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan SDA 

Secara garis besar, perbandingan antara target dan realisasi yang ada pada IKU dapat 

dilihat pada gambar berikut :  
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Gambar 1. Target dan Realisasi Renstra 2013-2017 

 

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa dari sekian indikator 

kinerja utama atau program Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dari tahun pertama 

(2013) sampai tahun kelima (2017) renstra DKP, terlihat sebagian besar telah 

mencapai target.  Hanya pada program pelayanan administrasi, peningkatan saran 

prasarana aparatur dan peningkatan pengembangan sistem pelaporan yang tidak 

tercapai (tidak mencapai 100%) pada tahun 2013 saja, tahun berikutnya semua 

tercapai kinerjanya. Begitu juga dengan program pengembangan perikanan tangkap 

yang pada tahun 2013, 2015, 2016 dan 2017 tidak tercapai kinerjanya, hanya pada 

tahun 2014 yang realisasinya melebihi target, yaitu diatas 100%.  

Ada 11 indikator kinerja yang dievaluasi, dalam gambar baru terlihat 10 

indikator capaian. Sedangkan 1 indikator yang tidak tercantum adalah indikator atau 

program ekosistem dan sumber daya alam, yang kegiatannya dimulai pada tahun 

kedua (2014) , dan pencapaian melebihi target tahunan dan target akhir. Untuk lebih 

jelasnya pencapaian pertahun dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Berdasarkan Tabel di atas, secara umum pencapaian dari tahun ke tahun 

berdasarkan program/kegiatan banyak yang tercapai, beberapa bahkan melebihi 

target. Dilihat pada setiap indikator, maka untuk indikator Pelayanan Administrasi  

target yang tidak tercapai adalah pada tahun 2013 yaitu 94,4% sedangkan tahun 

berikutnya tercapai semua.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 

pada tahun 2013 tidak tercapai yaitu 91,68% sedangkan tahun berikutnya tercapai 

semua. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan tidak tercapai pada 

tahun 2013 yaitu 89,44%, sedangkan tahun berikutnya tercapai semua.  Jika dilihat 

rata-rata per tahun, maka target kinerja hampir semuanya melebihi target dengan 

angka terbesar ada pada tahun 2017 yaitu 1.081,20 %, yang hal ini dikarenakan 

realisasi program rehabilitasi ekosistem tercapai lebih dari 1000%, sedangkan 

pencapaian tahunan terkecil ada pada tahun 2013 yaitu 98,82%. 

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran pertahunnya tercapai semua 

dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2016 yaitu angka ketersediaan ikan 30,24 

kg/kap/th, sedangkan angka konsumsi ikan 24,00 (meskipun jauh dibawah angka 

nasional 43,0). Data pendukung dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Tabel 6. Realisasi Ketersediaan Ikan dan Angka Konsumsi Ikan 

Tahun 
  

Ketersediaan Ikan 
 

Angka Konsumsi Ikan (AKI) 
(Kg/Kap/Th) 

Target Realisasi Target Realisasi Nasional 
2012 20,3 23,73  12,74 14,54 33,89 

2013 25,78 25,8 15,54 21,71 35,21 

2014 27,17 27,54 14,91 21,74 38,14 

2015 28,55 28,95 15,63 23,07 41,11 

2016 29,94 30,24  16,35  24,00  43,00 

2017 31,65 32,16 23,73 23,75 47,00 

 

Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum  tercapai semua, dengan 

capaian tertinggi pada tahun 2015 yaitu tahun 304 dokumen dari target yang 

ditentukan 300 dokumen. Pengembangan Perikanan Tangkap realisasinya tidak 

tercapai pada tahun 2013, 2015 dan 2016, sedangkan tahun 2014 capaian 
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melebihi target yaitu realisasi  6.996,9 ton dari 6.400 ton target yang ditentukan, 

sehingga rasionya 109,3%.  Pengembangan Budidaya Perikanan pada tahun 2015 

dan 2016 tidak tercapai targetnya, meskipun realisasinya meningkat terus dari 

tahun ke tahun.  

 

 

Gambar 2. Realisasi Produksi perikanan tangkap dan Budidaya 

 

Pengembangan Kawasan Budidaya targetnya tercapai semua setiap 

tahunya dengan pencapaian ada 16 ha ditahun 2016.  Peningkatan Kualitas SDM 

dan Kelembagaan pada tahun 2016 tidak tercapai realisasinya, sedangkan tahun 

sebelumnya tercapai semua. Program mitigasi bencana antara target dengan 

sasaran tercapai semua 100% setiap tahunnya. Rehabilitasi Ekosistem dan 

Cadangan SDA meskipun baru dimulai tahun 2014 (tahun ke dua), tetapi 

realisasinya adalah rata-rata 1,4 ha per tahun. 

Peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan salah satu sasaran yang 

cukup penting karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat kelautan dan 

perikanan di DIY yang ditunjukkan dengan indikator NTP sektor perikanan 
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meningkat. Pada tahun 2015 kinerja sasaran ini telah mencapai 104,66%, 

meskipun ada penurunan pada tahun 2016 dan 2017, hal tersebut disebabkan 

metode perhitungan yang berbeda. Nilai Tukar Petani (NTP) sektor perikanan 

yang meningkat dapat diartikan bahwa ada  peningkatan pendapatan pelaku usaha 

kelautan dan perikanan dibanding tingkat pemanfaatan rumah tangga sehingga 

masih ada surplus pendapatan. 

 

Gambar 3. Target dan Realisasi NTP Nelayan 

 

Kinerja tidak hanya dilihat dari pencapaian kinerja pelaksanaan saja, 

namun juga juga kinerja anggarannya. Logikanya penyerapan anggaran akan 

mempengaruhi pelaksanaan program.  Semakin besar serapan anggaran, maka 

semakin bagus kinerjanya, meskipun dalam beberapa kasus terjadi pencapaian 

tinggi dengan anggaran yang kecil. Hal tersebut dapat terjadi karena efisiensi atau 

ada dukungan kebijakan dari instansi lain. Untuk melihat kinerja anggaran, dapat 

dilihat pada rasio kinerja dan anggaran berikut ini:  

 

90

100

110

120

130

2013
2014

2015
2016

2017

114.92 115.42 116.89

105 106

116.31 119.92 122.34

104.29
101.66

Target dan Realisasi NTP Nelayan

Target NTP nelayan

Realisasi NTP









 

  

RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY 2017-2022 38 

 

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan rata-rata pencapaian 

anggaran berada pada level tinggi ( antara 71 %≤ 91%). Namun dengan anggaran 

yang kecil dengan pencapaian kinerja yang optimal, maka diindikasikan telah 

terjadi efesiensi anggaran atau ada kebijakan dari SKPD lain atau instansi lain 

dengan sasaran yang sama. Pada tahun  2013 pencapaian penyerapan anggaran 

71,11%, pada tahun 2014 penyerapan anggaran 73,72%, pada tahun 2015 dengan 

penyerapan anggaran 76,42%, pada tahun 2016 penyerapan anggaran  81,71%, 

dan pada tahun 2017 penyerapan anggaran  91,15%. Jika pencapaian kinerja 

anggaran digambarkan, maka akan terlihat trend kenaikan dari tahun ke tahun. 

 

Gambar 4. Grafik pencapaian kinerja Anggaran. 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui trend pencapaian realisasi 

anggaran adalah naik. Terendah berada di tahun pertama 2013 sebesar 71,11% 

dan terbesar berada pada tahun 2017 yaitu 91,15%. Kenaikan secara bertahap 

pada penyerapan anggaran dikarenakan semua program sudah mulai berjalan 

sesuai perencanaan. Disamping itu secara administrasi sudah semakin tertata dan 

semakin baik sehingga penganggaran dapat berjalan lancar dan kesalahan teknis 

dapat diminimalisir.  
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan perikanan DIY sejauh 

ini berdasarkan data di atas secara umum telah mengalami peningkatan 

dibeberapa bagian dari tahun ke tahun. Namun dinamika di lapangan dan 

masyarakat terus berkembang sehingga menciptakan tantangan dan peluang 

dalam pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan. Tantangan yang 

muncul diantaranya adalah: 

1. Wilayah pantai dan pesisir sebagai pintu depan wilayah DIY, sehingga 

memunculkan mindset among tani dagang layar. 

2. Melakukan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. 

3. Peningkatan produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan 

masyarakat DIY yang sehat dan aman 

4. Pelaku usaha sektor perikanan tangkap dan budidaya lebih tertarik pada 

sektor lain, terutama sektor wisata.  

5. Terjadi alih fungsi lahan tambak di pesisir Kulon Progo karena pembangunan 

NYIA. 

6. Perubahan iklim dan cuaca menyebabkan produksi perikanan tidak pasti 

7. Meningkatkan kualitas produk perikanan yang berdaya saing tinggi. 

8. Menyediakan pelayanan kelautan dan perikanan lebih profesional. 

 

Selain tantangan, peluang juga dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan dalam 

melakukan pelayanan SKPD, yaitu: 

1. Peluang Visi Gubernur DIY yang berbunyi “Menyongsong "Abad Samudera 

Hindia" untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Peluang yang dimaksud 

adalah dukungan politik dan kewengan untuk melakukan pembangunan 

seluas-luasnya di laut dan pesisirnya. 

2. Peluang dalam aspek hukum memberikan landasan hukum yang kuat dalam 

menjalankan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan, diantaranya: UU 

No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; UU No 45 Tahun 
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2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 

Perikanan; UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan 

Pulau-Pulau Kecil;  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan DIY; Perda DIY No 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi 

Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011-2030; Pergub 

DIY No 38 Tahun 2011 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 

Provinsi DIY. 

3. DIY mempunyai garis pantai yang luas dan memungkinkan atau berpeluang 

untuk memproduksi garam. Peluang ini untuk antisipasi kekurangan garam 

seperti tahun 2017 yang kemudian direspon oleh presiden, kementerian 

Kelautan dan sampai pada Gubernur DIY. 

4. Perikanan darat masih  sangat mungkin dikembangkan dengan optimal. Karena 

potensi didaerah-daerah tertentu masih sangat banyak dan belum di garap. 

5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk gemar makan ikan sehingga pola 

konsumsi ikan meningkat, sehingga pangsa pasar ikan semakin meningkat. 

6. Perubahan minsed  baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, 

bahwa pembangunan kelautan lebih diutamakan dari pada di darat, karena 

potensi dilaut belum banyak termanfaatkan. 

7. Pertumbuhan sektor pariwisata membutuhkan input dari sektor perikanan 

dalam mendukung penyediaan makan minum 

8. Pengintegrasian dengan pertanian melalui sistem mina padi maupun integrasi 

dengan sektor kehutanan melalui budidaya ikan di kawasan hutan dapat 

meningkatkan produksi perikanan  

9. Permintaan dari industri pengolahan ikan non makanan (kosmetik, medis, 

kerajinan) 
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BAB III 
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

SKPD 

1. Produksi perikanan tangkap terkendala oleh kuantitas dan kualitas SDM, 

kualitas-kuantitas dan kapasitas alat tangkap, terkendala cuaca dan 

perubahan iklim sehingga hasil belum optimal.  

2. Belum beroperasinya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, yang 

diperkirakan akan mampu menunjang peningkatan produksi perikanan 

tangkap di DIY.  

3. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian 

masyarakat karena ketidakpastian penghasilan, sehingga profesi nelayan 

dilakukan hanya sambilan dan pilihan pekerjaan terakhir. 

4. Terjadinya trend laju percepatan alih fungsi lahan pertanian (termasuk 

lahan usaha perikanan) menjadi lahan perumahan, pemukiman, dan 

industri serta peruntukan lainnya pada beberapa tahun terakhir, akan 

berpotensi pada penurunan ketersediaan produk perikanan bagi 

masyarakat.  

5. Penanaman mindset  among tani dagang layar, menuju abad samudra 

hindia tidak bisa instan, hal ini perlu dibarengi dengan kebijakan-kebijakan 

strategis berkelanjutan yang terintegrasi antar bidang dan antar sektor.  

6. Tumpang  tindih kewenangan terkait pengelolaan mangrove antara 

kehutanan, BLH, kelautan. 

7. Belum terkelolanya secara optimal  pesisir dan laut  0-12 mil DIY. 

8. Kemiskinan nelayan masih tinggi dan ketimpangan ekonomi juga masih 

tinggi antara wilayah nelayan dengan wilayah daratan. 
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3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

Visi Gubernur dalam lima tahun mendatang (2017-2022) adalah 

“Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk Kemuliaan Martabat Manusia 

Jogja”. Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi "Lima Kemuliaan" 

atau "Pancamulia". Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat diejawantahkan 

dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY  tahun 2017–2022 sebagai berikut : 

1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat 

Yang Berkeadilan dan Berkeadaban 

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat 

manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1,2 dan 3. Melalui misi 

pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan 

masyarakat  akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan 

penghidupan sekurangnya dari aspek : Pemenuhan kebutuhan dasar, 

misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar; Peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan; 

 Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya 

lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 

berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan 

DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), 

dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (index williamson); 

Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang 

memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga. 

2)   Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis; 

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat 

manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua 

tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, 

dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya 

pewujudan misi kedua sekurangnya dengan :   

a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan 
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sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang 

demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di 

internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), 

dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan 

horisontal antar SKPD). 

b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan 

diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur 

sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di 

dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga 

pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga 

perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman 

daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" 

atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks 

Trilogi SDM-DIY menyandang pesan perubahan persepsi (mind set) 

dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas 

birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyandang arti bahwa 

semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena 

tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu 

tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita 

saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang 

pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat 

mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang 

"berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya 

merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. 

Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya 

pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya 

sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", 

melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi 

DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi 

dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun 
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internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya 

tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari 

karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, 

membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" 

akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima 

Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu 

kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang, adalah contoh 

negara yang memilki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan 

budaya kualitas tinggi 

Adanya potensi yang besar tersebut menjadikan tantangan dan sekaligus 

peluang yang harus dicermati oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Peran 

dinas kelautan dan perikanan dapat menjadi punggawa karena kelautan 

merupakan wilayah kerjanya sesuai kewenangan bidangnya. 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota  

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan 

kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara 

Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai 

organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan 

perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan selaras 

dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung 

terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

Visi KKP adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia 

yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”. Mengacu pada 

tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan 

perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan 

nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni: 

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan 

perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan 

mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan 
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kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 

2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya 

kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. 

3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan 

perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam 

kebudayaan. 

Untuk dapat memaksimalkan hasil yang akan dicapai dalam Renstra DKP 

2017-2022 maka perlu menyandingkan dengan Renstra Dinas 

Kabupaten/Kota sebagai berikut :  

1. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 

2016-2021 

Visi dari Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Bantul tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya Kedaulatan Pangan Menuju 

Kesejahteraan Masyarakat Pertanian dan Perikanan. Hal ini sudah sesuai 

dengan Visi pemda DIY sehingga sudah ada benang merah yang 

menghubungkan target kinerjanya. Hal ini juga sudah sesuai dengan misi 

Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang 

pertama dan kedua yaitu Meningkatkan Ketersediaan, Keragaman, dan 

Keterjangkauan Pangan Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Daya 

Saing Usaha Pertanian dan Perikanan. Indikator sasaran yang sama 

dengan Pemda DIY meliputi Peningkatan produksi pangan yang 

berkualitas, Peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian dan 

perikanan, Peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang 

pertanian dan perikanan yang professional. 

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 

Tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul yaitu  

Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan 

budidaya yang ditandai dengan : Meningkatnya Produksi Perikanan 

Budidaya, Optimalnya Produksi Perikanan Tangkap, Meningkatnya 

Kualitas Kelompok Masyarakat Pesisir, Meningkatnya Kawasan Budidaya 
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Laut, Air Payau Dan Tawar, Kelompok Masyarakat Kelautan Dan 

Perikanan Yang Mandiri Dan Sejahtera 

Tujuan yang kedua yaitu mewujudkan diversifikasi dan pangsa pasar 

produk hasil kelautan dan perikanan dengan cara Ketersediaan hasil 

kelautan dan perikanan meningkat. Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu 

mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan da perikanan secara 

berkelanjutan yang ditandai dengan : Pengelolaan konservasi kawasan 

secara berkelanjutan meningkat,  Kelompok masyarakat pengawas 

perikanan meningkat, Berkurangnya tingkat pelanggaran. 

Sasaran Utama dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Gunungkidul adalah : Pendapatan Masyarakat Perikanan Meningkat (Nilai 

Pendapatan Perikanan Budidaya dan Nilai Pendapatan Nelayan), Produksi 

Perikanan Budidaya Meningkat, Produksi Perikanan Tangkap Meningkat. 

Sedangkan Sasaran Pendukung dari Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Gunungkidul adalah : Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Meningkat, Kesesuaian Program dalam 

dokumen perencanaan perangkat daerah, Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Meningkat. 

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo tahun 2016-2021 

Tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo ialah 

Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya 

dengan Sasaran meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya. 

4. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta tahun 2016-2021 

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta 

untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Pangan Kota 

Yogyakarta adalah “ Meningkatkan Ketersediaan dan Mutu Pangan”. 

Sasaran yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Pangan sama dengan Tujuan 

yang hendak dicapai yaitu ‘’ Ketersediaan dan Mutu Pangan Meningkat ‘’. 

5. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016-

2021 
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Tujuan dan Sasaran dari  Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

Kabupaten Sleman adalah: Menguatkan tata kelola Dinas Pertanian, 

Perikanan, dan Kehutanan (Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan 

keuangan daerah  dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh 

SKPD), Meningkatnya daya saing sektor pertanian (Meningkatnya 

kesejahteraan petani), dan Perlindungan dan Konservasi sumber daya 

alam (Perlindungan dan konservasi sumber daya alam). 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

Rencana Tata Ruang Wilayah DIY ditetapkan melalui Perda no 2 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029. 

Dalam penyusunannya Rencana Tata Ruang Wilayah DIY juga telah 

disesuaikan dengan RTRWN, RTRW Jawa-Bali dan RTRW wilayah berbatasan 

(Jawa Tengah). Sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah DIY, 

telah disusun Rencana Rinci dengan kedalaman 1:5000 khusus pada kawasan 

strategis, baik kawasan strategis nasional, kawasan strategis jawa-bali 

maupun kawasan strategis provinsi. 

Terkait kelautan dan perikanan maka DIY juga sudah mempunyai Perda 

DIY no 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-

Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030, Wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 

sumberdaya sangat potensial. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta, 

diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional dan 

berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai 

peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat. 

Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam 

pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan 

perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi 
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manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara 

berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam 

pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan 

perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi 

manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara 

berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY merupakan hasil integrasi 

dari dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun regional 

sektor Kelautan dan Perikanan. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 

inilah yang akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan seluruh 

dokumen perencanaan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di DIY 

selama rentang waktu 2017-2022 hingga di tingkat kabupaten/kota. 

 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan visi misi dan 

renstra serta dokumen pendukung yang ada maka ditentukan isu strategis 

kelautan perikanan yang meliputi : 

1. Pembangunan dan rencana operasional NYIA harus disikapi dengan 

bijaksana dan tepat, terutama tentang pengelolaan wilayah sekitar Bandara. 

2. Kebutuhan yang mendesak untuk beroperasinya Pelabuhan Tanjung 

Adikarta sebagai wilayah dukung pertumbuhan ekonomi berbasis nelayan. 

3. Peningkatan standarisasi, sertifikasi mutu dan keamanan produk perikanan 

agar mempunyai daya saing yang tinggi 

4. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian 

masyarakat karena ketidakpastian penghasilan, sehingga profesi nelayan 

dilakukan hanya sambilan dan pilihan pekerjaan terakhir. Maka perlu 

upaya untuk membangun generasi nelayan yang baru, yang lebih baik 

kualitasnya dan semangatnya. 

5. Koordinasi masih kurang optimal, baik antar bagian maupun antar seksi, 
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baik dalam pelaksanaan program di lapangan maupun dalam perencanaan.  

6. Produksi perikanan tangkap terkendala oleh kualitas SDM, kualitas-

kuantitas dan kapasitas alat tangkap, serta terkendala cuaca dan perubahan 

iklim sehingga hasil belum optimal.  

7. Terjadinya trend laju percepatan alih fungsi lahan pertanian (termasuk 

lahan usaha perikanan) menjadi lahan perumahan, pemukiman, dan 

industri serta peruntukan lainnya pada beberapa tahun terakhir, akan 

berpotensi pada penurunan ketersediaan produk perikanan bagi 

masyarakat. 
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BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 

 
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah  

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017-2022 dan 

analisis isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang telah 

ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan 

DIY dalam kurun waktu 2017-2022 adalah: 

Tabel 8. Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis,dan Indikator Sasaran  

No 
Visi       

(RPJMD) 
Misi           

(RPJMD) 
Tujuan  

(Renstra) 
Sasaran 

(Renstra) 
Indikator 
Sasaran 

1 
  
  
  

Terwujudnya 
Peningkatan 
Kemuliaan 
Martabat 
Manusia Jogja 

 
Meningkatkan 
Kualitas Hidup, 
Kehidupan Dan 
Penghidupan 
Masyarakat 
Yang 
Berkeadilan dan 
Berkeadaban 
 

Meningkatnya 
aktivitas 
perekonomian yang 
berkelanjutan 
 

Meningkatnya 
nilai produksi 
perikanan 

Nilai subsektor 
perikanan 
dalam PDRB DIY 
(Sumber BPS) 

Terkelolanya 
kawasan 
konservasi 
perairan 

Peningkatan 
status kawasan 
konservasi 

 

Tabel 9 Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

N
o 

Tujuan 
(Renstra) 

Sasaran 
(Renstra) 

Indikator 
Tujuan / 
Sasaran 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Meningkatnya 
aktivitas 
perekonomian 
yang 
berkelanjutan 

 

Meningkatnya 
nilai produksi 

perikanan 

Nilai subsektor 
perikanan 

dalam PDRB 
DIY (ADHK) 
(juta rupiah) 

318.947 322.136 325.357 328.611 331.897 

Terkelolanya 
kawasan 

konservasi 
perairan 

Peningkatan 
status kawasan 

konservasi 
( % ) 

20 30 60 80 100 
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BAB V 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1.  Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah 

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara 

lebih sistematis melalui perumusan strategi dan kebijakan. Adapun 

strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai 

berikut: 

1. Strategi dan Kebijakan Tujuan Pertama (Meningkatnya pendapatan 

dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan) 

a. Strategi  

1) Penguatan fondasi pada SDM aparatur dan masyarakat, 

kelembagaan dan sarana prasarana kelautan dan perikanan 

2) Penguatan daya saing pelaku usaha kelautan dan perikanan  

b. Kebijakan 

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan 

masyarakat kelautan dan perikanan, meningkatkan 

manajemen kelembagaan, meningkatkan sarana dan 

prasarana serta penerapan IPTEK 

2) Peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap dan 

olahan yang berdampak bagi peningkatan pendapatan 

masyarakat 

3) Meningkatkan kualitas hasil budidaya, tangkap dan produk. 

4)  mengembangkan sistem pemasaran yang modern 

5) Pendampingan dan pengawalan kelompok 

 

2. Strategi dan Kebijakan Tujuan Kedua (Meningkatnya kualitas 

pengelolan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan) 

a. Strategi  

1) Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan 
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yang berkelanjutan 

2) Pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan secara 

terintegrasi 

b. Kebijakan 

1) Memberdayakan potensi alam dan  masyarakat berwawasan 

lingkungan 

2) Menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan 

3) Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk kelestarian 

sumber daya kelautan dan perikanan. 
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BAB VI 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN  

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan 

tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan 

dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada 

tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, 

dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran 

serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi. 

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, 

Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program yang disesuaikan dengan tujuan 

dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut: 

1. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 

Perikanan budidaya merupakan kontributor utama produksi perikanan DIY dengan 

kontribusi melebihi 90%. Di sisi lain masih terdapat berbagai permasalahan 

diantaranya alih fungsi lahan pertanian, kurang optimalnya sarana prasarana 

perikanan budidaya serta kurangnya SDM perikanan dan kurang optimalnya 

kelembagaan pembudidaya ikan. Selain itu, ketersediaan ikan DIY masih banyak 

dipasok dari luar DIY. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan 

produksi dan kualitas hasil perikanan budidaya dalam menjamin ketersediaan pangan 

daerah dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu. Disamping itu 

juga harus menyiapkan produk perikanan yang dijual keluar daerah. 

Proses utama pelaksanaan progam ini mencakup: 

1) pelatihan budidaya perikanan 

2) pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya 

3) pendampingan kelembagaan perikanan budidaya 

4) pendampingan standarisasi dan sertifikasi perikanan budidaya 

2. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 

Potensi Perikanan tangkap, terutama  perikanan tangkap laut di selatan Jawa 

mempunyai nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun, namun tingkat 

pemanfaatan potensi perikanan tangkap laut oleh nelayan DIY baru sekitar 2%.  Di sisi 

lain masih terdapat berbagai permasalahan diantaranya kurangnya sarana prasarana 

perikanan tangkap (kapal dan alat penangkapan ikan) serta kurangnya kuantitas dan 
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kualitas SDM nelayan dan kurang optimalnya kelembagaan nelayan. Selain itu, 

ketersediaan ikan DIY masih banyak dipasok dari luar DIY. Oleh karena itu, program 

ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan tangkap 

dalam menjamin ketersediaan pangan daerah dalam jumlah yang memadai dan sesuai 

dengan standar mutu.  

Proses utama pelaksanaan progam ini mencakup: 

1) pelatihan perikanan tangkap bagi nelayan 

2) pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap 

3) pendampingan kelembagaan nelayan 

4) pendampingan standarisasi dan sertifikasi perikanan tangkap 

3. Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan 

Keberadaan DIY sebagai daerah tujuan wisata dan pendidikan meningkatkan 

kebutuhan terhadap produk perikanan. Sementara di sisi lain, tingkat konsumsi ikan 

DIY masih tergolong rendah walaupun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. 

Selain itu, ketersediaan produk perikanan masih banyak dipasok dari luar DIY.  Oleh 

karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk 

olahan ikan dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu untuk 

meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat DIY. 

Proses utama pelaksanaan progam ini mencakup: 

1) pelatihan pengolahan dan pemasaran produk perikanan 

2) kampanye/sosialisasi memasyarakatkan makan ikan 

3) pengembangan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan  

4) pendampingan kelembagaan pengolah dan pemasar 

5) pengujian mutu hasil perikanan 

6) pendampingan standarisasi dan sertifikasi pengolahan dan pemasaran hasil 

perikanan 

4. Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya 

Perikanan budidaya merupakan kontributor utama produksi perikanan DIY dengan 

kontribusi melebihi 90%. Oleh karena itu dibutuhkan ketersediaan benih unggul 

perikanan budidaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas 

benih perikanan budidaya dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar 

mutu. Proses utama pelaksanaan progam ini mencakup: 

1) pengembangan sarana prasarana perbenihan perikanan budidaya 
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2) pengendalian penyakit ikan 

3) standarisasi dan sertifikasi perbenihan perikanan budidaya 

5. Pengelolaan Pelabuhan 

Kegiatan perikanan tangkap di laut selatan DIY saat ini masih memiliki potensi yang 

besar diikuti dengan permintaan konsumen akan ikan di DIY dan luar DIY semakin 

tinggi, namun sampai saat ini dalam pemanfaatan SDI belum dapat optimal. Salah satu 

penyebabnya yaitu belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana pelabuhan 

perikanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan  dan 

kualitas pelayanan pelabuhan sesuai dengan standar operasional prosedur.  

Proses utama pelaksanaan progam ini mencakup: 

1) pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana pelabuhan perikanan 

(pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pokok, fungsional dan pendukung 

pelabuhan) 

2) pembinaan pengelolaan pelabuhan (sosialisasi; pelatihan; bimtek;   fasilitasi: jasa 

kepelabuhan, pemanfaatan lahan danusaha, pembinaan mutu, pengolahan, pemasaran, 

distribusi hasil tangkapan, dan perkarantinaan). 

3) pelayanan pelabuhan (penerbitan surat persetujuan berlayar, penerbitan Surat 

Tanda Bukti Lapor, SKA, fasilitasi perijinan kapal, tambat labuh, inspeksi 

pembongkaran ikan,  perbekalan,  navigasi, pemanfaatan lahan dan usaha, pelayanan 

jasa kepelabuhan) 

6. Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

DIY mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, namun pemanfaatan 

sumber daya kelautan dan perikanan masih ada yang tidak sesuai dengan kaidah 

keberlanjutan dengan adanya penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan. Selain itu, 

wilayah pesisir DIY mengalami  tantangan abrasi dan kerusakan lingkungan. Oleh 

karena itu, program ini ditujukan untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan 

perikanan serta mengendalikan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan 

terutama di pesisir sesuai dengan prinsip keberlanjutan.   

Proses utama pelaksanaan progam ini mencakup: 

1) rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan 

2) pembinaan  pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan pesisir 

3) pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di darat maupun 

laut
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BAB VII  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang mengacu pada tujuan 

dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel berikut ini: 
 

Tabel 14. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 
 

No Indikator 

Kondisi 
kinerja 

pada 
awal 

periode 
RPJMD 

Target Capaian Tahunan Kondisi 
Kinerja  

pada 
Akhir 

Periode 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

Nilai subsektor 
perikanan 
dalam PDRB 
DIY (juta 
rupiah) 

312.662 318.947 322.136 325.357 328.611 331.897 331.897 

2 
Peningkatan 
status kawasan 
konservasi (%) 

N/A 20 30 60 80 100 100 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indikator yang mengacu pada 

sasaran RPJMD ada 2 yaitu PDRB sektor Kelautan dan Perikanan serta Luas 

kawasan yang direhabilitasi atau konservasi. Kedua indikator tersebut menjadi 

tolok ukur dari pembangunan di sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. 

Selain adanya peningkatan pendapatan PDRB sektor kelautan dan perikanan yang 

akan berdampak pada PDRB per kapita masyarakat nelayan dan budidaya, luas 

kawasan yang direhabilitasi atau dikonservasi juga meningkat.  
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Demikian renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY periode 2017 – 2022 

disusun dalam suasana pararel dengan penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono X 

sebagai Gubernur DIY dan sekaligus pararel dengan penyusunan RPJMD DIY, 

sehingga penyusunan renstra ini mau tidak mau harus mengikuti dinamikannya.  

Dilain pihak adanya perubahan pedoman teknis dalam penyusunan renstra ini 

juga menjadi kendala tersendiri. Terbitnya Permendagri nomor 86 tahun 2017 

menggantikan Permendagri no 56 tahun 2010 juga mengharuskan beberapa 

penyesuaian format dan sistematika laporan yang ada. Namun demikian, proses 

panjang penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengidentifikasi masalah-

masalah krusial, isu strategis serta potensi besar kelautan dan perikanan DIY, 

sehingga bagaimanapun penyesuaiannya ke depan tidak meninggalkan pijakan 

dasarnya yang dikaji secara akademis. 

Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2017-2022 dihadapkan 

pada hal-hal di luar kendali Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, maka strategi dan 

arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus 

dikonsultasikan kepada Pemerintah DIY untuk mendapatkan pertim¬bangan lebih 

lanjut dalam proses pelaksanaannya. 

Kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan Renstra DKP DIY 

ini, kami ucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasi dan pemikirannya. 

Semoga kegiatan ini mampu memberikan pembelajaran bersama dan hasil yang 

bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk masyarakat kelautan dan perikanan 

di DIY.   

 

 
 

 

 

 

  


